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 Sambutan
 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI
 Selaku Ketua KPAN
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 mengamanatkan
 penanggulangan AIDS di Indonesia melalui pembentukan Komisi Penanggulangan
 AIDS (KPA) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Upaya
 penanggulangan AIDS adalah kegiatan multisektor yang dilaksanakan secara
 bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
 Tahun 2010 ini ditandai dengan terbitnya Strategi dan Rencana Aksi Nasional
 Penanggulangan HIV dan AIDS (SRAN) 2010–2014, yang ditetapkan dalam
 Permenkokesra Nomor 8 Tahun 2010. Dokumen ini harus digunakan sebagai
 pedoman upaya penanggulangan AIDS yang perlu dilakukan secara komprehensif
 oleh semua sektor.
 Pada tahun ini pula dikeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 yang didalamnya
 tercantum secara tegas indikator-indikator pencegahan dan penanggulangan HIV
 dan AIDS yang harus dicapai setiap tahun untuk percepatan pencapaian target-
 target MDG. Dalam penerapan di daerah, KPAN terus melanjutkan serangkaian
 upaya peningkatan anggaran dengan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi
 Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Inpres 3/2010 tersebut.
 Meski demikian, capaian yang diraih pada tahun 2010 ini tidak menjadikan kita
 merasa puas. Tantangan yang kita hadapi di masa mendatang semakin kompleks
 baik secara kualitas dan kuantitas. Kita harus terus berupaya menggali potensi-
 potensi bangsa kita sendiri untuk menyelamatkan anak bangsa dari ancaman
 epidemi ganda HIV dan napza.
 Laporan ini kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai
 pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang digariskan dalam Peraturan Presiden
 Nomor 75 Tahun 2006.
 Jakarta, 1 Februari 2011
 Dr. H. R. Agung Laksono
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 Pengantar Sekretaris KPAN
 Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan KPA Nasional
 Tahun 2010 telah selesai kami susun.
 Selama dua dekade lebih rakyat Indonesia melakukan upaya penanggulangan HV
 dan AIDS. Program pencegahan, perawatan dan pengobatan telah dilakukan. Di
 tahun 2010 terbitnya SRAN Penanggulangan HIV dan AIDS 2010 - 2014 yang
 ditetapkan dengan Permenkokesra Nomor 8 Tahun 2010, disusul dengan Inpres
 Nomor 1 dan 3 tahun 2010 makin memicu kita untuk melakukan upaya yang lebih
 intensif, efektif serta berkelanjutan.
 Program komprehensif di 33 Provinsi dan 177 Kabupaten/Kota prioritas
 dicanangkan untuk melindungi penduduk Indonesia dari ancaman epidemi ganda
 HIV dan napza. Jaringan populasi kunci, JOTHI, OPSI, IPPI dan GWL-INA yang
 merupakan anggota KPAN makin menunjukkan partisipasi aktif sebagai bagian
 integral dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia. KPAN juga terus
 meningkatkan peran positif organisasi masyarakat sipil melalui dukungan teknis
 dan pendanaan.
 KPAN telah mengembangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas, baik bagi KPA
 di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat nasional kita bekerja keras untuk
 memasukkan upaya penanggulangan AIDS dalam dokumen-dokumen perencanaan
 dan penganggaran. Beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah memulai
 melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang teratur dan
 berkesinambungan.
 Dana domestik penanggulangan AIDS telah mengalami peningkatan pesat, meski
 diakui, lebih dari 50 persen pendanaan program saat ini masih berasal dari
 dukungan internasional. Inilah tantangan kita.
 Kita sadar capaian yang telah diraih pada tahun 2010 tidak dapat terwujud tanpa
 dukungan berbagai pihak, baik sektor maupun masyarakat. Terima kasih kepada
 mitra kerja nasional dan internasional yang telah bekerja keras mendukung
 peningkatan upaya penanggulangan AIDS di Indonesia. Semoga kerjasama yang
 telah dibangun dapat terus ditingkatkan lagi.
 Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu
 penyusunan laporan tahunan ini, mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penulisan.
 Jakarta, 1 Februari 2011
 Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH
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 Ringkasan Eksekutif
 Situasi Epidemi HIV
 Estimasi Kementerian Kesehatan RI (Kemkes) pada tahun 2009
 menyebutkan, orang yang terinfeksi HIV di Indonesia mencapai angka
 186.257. Sedangkan dalam laporan kasus yang tercatat di Kemkes, hingga
 Desember 2010, menyebutkan jumlah kumulatif AIDS adalah 24.131 orang.
 Laporan kumulatif kasus HIV adalah 55.848 orang. Jika mengacu pada teori
 puncak gunung es, maka diperkirakan kasus yang terungkap hingga 2010
 baru mencapai 43% dari seluruh orang yang terinfeksi di Indonesia.
 Walaupun secara nasional prevalensi HIV masih tergolong rendah (<0,2%)
 dengan epidemi terkonsentrasi, tetapi di Tanah Papua prevalensi telah
 mencapai 2,4% dengan kondisi epidemi umum (low level generalized
 epidemic).
 Untuk melakukan pencegahan yang komprehensif, di tahun 2010 KPAN
 telah melakukan pemetaan kelompok populasi kunci: Pengguna Napza
 suntik (Penasun), Wanita Pekerja Seks (WPS), Lelaki seks dengan Lelaki
 (LSL) dan Pelanggan Pekerja Seks (PPS).
 Dari kecenderungan epidemi, dewasa ini penularan HIV melalui transmisi
 seksual kembali meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan
 penularan HIV pada perempuan yang kemudian berdampak pada
 penularan HIV dari Ibu kepada bayi.
 Capaian KPA Nasional tahun 2010
 Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, sesuai Peraturan Presiden Nomor
 75 Tahun 2006 tentang KPAN, dicapai kemajuan terkait tugas dan fungsi
 pokok, yaitu dalam hal pengembangan kebijakan, perencanaan strategik,
 koordinasi, penyebarluasan informasi, kerjasama regional dan
 internasional, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi,
 dan penguatan KPA Nasional.
 Tahun 2010 menjadi tahapan baru dalam upaya penanggulangan AIDS di
 Indonesia, dengan terbitnya Strategi dan Rencana Aksi Nasional
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 Penanggulangan HIV dan AIDS (SRAN) 2010-2014 yang dikukuhkan dalam
 Permenkokesra Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini makin memperkuat upaya
 penanggulangan AIDS di Indonesia yang lebih terarah dan terkoordinasi.
 Berbagai kebijakan untuk mendukung SRAN juga terus dikembangkan,
 misalnya pada kelompok usia muda, program LSL, dan juga bidang
 pendidikan dan pelatihan. Secara khusus untuk program pencegahan HIV
 melalui transmisi seksual telah disusun pedoman Pencegahan HIV Melalui
 Transmisi Seksual (PMTS) sebagai bentuk intervensi struktural.
 KPAN juga mendorong keterlibatan seluruh sektor di tingkat nasional dan
 daerah untuk menyusun rencana aksi dan penganggaran guna mendukung
 keberlanjutan program penanggulangan HIV dan AIDS.
 Koordinasi antar anggota KPAN berjalan baik. Adanya berbagai kelompok
 kerja penanggulangan AIDS juga menunjukkan sinergi antar pihak.
 Perkembangan yang signifikan adalah makin kuatnya jaringan komunitas
 populasi kunci. Jaringan komunitas ODHA, ODHA perempuan, Penasun,
 GWL dan Pekerja seks yang telah terbentuk makin menunjukkan kinerja
 yang baik. Pelibatan masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan AIDS di
 daerah telah didukung melalui Dana Kemitraan Indonesia untuk
 Penanggulangan AIDS (DKIA – Indonesian Partnership Fund for HIV) dengan
 pemberian dana hibah selama tahun 2010.
 Pada tahun 2010 juga makin ditingkatkan program penanggulangan HIV
 secara komprehensif di 33 Provinsi dan 177 Kabupaten/Kota yang terlihat
 dengan adanya revitalisasi Sekretariat KPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
 dengan keberadaan Sekretaris, pengelola program, dan pengelola
 administrasi yang bekerja penuh waktu. Hal ini diikuti dengan pembinaan
 wilayah, serta monitoring dan evaluasi yang teratur dari KPAN.
 Terkait dukungan internasional, pada tahun 2010 kesepakatan dan
 dukungan internasional makin meningkat. Ini menunjukkan keberhasilan
 Indonesia dalam berkerjasama dan menjadi bagian dari masyarakat global.
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 Perkembangan program dan layanan
 Program pencegahan komprehensif telah dilakukan, terutama untuk
 memutus rantai penularan, dengan Pencegahan HIV Melalui Transmisi
 Seksual (PMTS) dan pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik
 (Harm Reduction/HR).
 Pada program PMTS, KPAN mendorong program ini dapat berjalan dan
 mendapat dukungan masyarakat. Konsep utama PMTS adalah melakukan
 pemberdayaan pada kelompok populasi kunci yang diawali dengan
 perubahan perilaku pada semua komponen yang melingkupinya serta
 menciptakan lingkungan kondusif. Program HR pun telah mengalami
 banyak peningkatan. Telah terjadi penambahan lokasi Layanan Alat Suntik
 Steril (LASS) dan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM). Selain itu juga
 mulai dilakukan program rehabilitasi melalui Pemulihan Adiksi Berbasis
 Masyarakat (PABM). Layanan tes HIV dan dukungan pengobatan dan
 perawatan juga makin meningkat di seluruh Indonesia.
 Perkembangan cakupan, efektifitas dan keberlanjutan
 Pelaksanaan program pada tahun 2010 menunjukkan perkembangan
 cakupan pada penasun dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang
 telah melebihi target. Hasil survei menunjukkan makin turunnya angka
 berbagi alat suntik pada penasun. Sementara itu pada kelompok WPS
 Langsung hampir mencapai target. Sementara itu terkait dengan
 keberlanjutan program, ditandai dengan penggunaan dana dalam negeri
 yang juga terus meningkat.
 Langkah ke depan
 Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah perlu terus meningkatkan
 cakupan dan efektifitas program, terutama pada pelanggan, LSL dan juga
 kelompok remaja. Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang inovatif dalam
 kerangka intervensi struktural. Selain itu, dalam penanggulangan AIDS di
 daerah, yang harus lebih ditingkatkan adalah kepemimpinan dan koordinasi
 KPA provinsi dan Kabupaten/Kota dengan lebih banyak lagi melibatkan
 masyarakat.
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 BAB 1. SITUASI EPIDEMI HIV
 Mendalami epidemi HIV adalah untuk mengembangkan program, dan
 terlebih-lebih penting lagi untuk dapat melakukan penanggulangan HIV
 dan AIDS yang mampu sepenuhnya menjangkau populasi kunci, yaitu
 mereka yang paling berisiko tertular HIV. Sepanjang tahun 2010, situasi
 epidemi HIV senantiasa dikomunikasikan secara teratur kepada para
 pelaku struktur dari kalangan pemerintahan, mulai dari tingkat nasional
 sampai ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota prioritas.
 1.1. Peta Epidemi HIV
 Gambar 1. Peta Epidemi HIV di Indonesia
 Estimasi jumlah ODHA tahun 2009: 186.257 orang
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 Peta epidemi HIV memperlihatkan sebaran penyakit dan tingkat
 keparahan1 HIV di suatu daerah. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa
 penularan HIV telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dimana 33
 provinsi dan sekitar 300 kab/kota telah melaporkan adanya kasus HIV dan
 AIDS di daerahnya. Tampak bahwa tingkat epidemi HIV berbeda-beda antar
 daerah, dimana Indonesia saat ini sudah berada pada tingkat
 terkonsentrasi (prevalensi HIV pada kelompok populasi kunci > 5%), dengan
 perkiraan prevalensi HIV sebesar 0,2% pada penduduk dewasa (Kemkes,
 2010). Sementara di dua provinsi paling timur, yaitu Papua dan Papua
 Barat, tingkat keparahan epidemi HIV memprihatinkan, dimana daerah ini
 sudah memasuki tingkat ‘populasi umum’ dengan prevalensi pada
 penduduk dewasa sebesar 2,4% (Kemkes, 2007). Sampai akhir September
 2010 dilaporkan jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS sebesar 73.078
 (Kemkes, 2010). Sebagai fenomena gunung es, ini berarti baru 30% ODHA
 yang sudah terungkap dari perkiraan jumlah keseluruhan sebesar 186.257
 orang.
 Untuk mengembangkan program pencegahan yang komprehensif seperti
 dinyatakan pada tujuan SRAN 2010-2014, dan menetapkan fokus geografis
 pencegahan tersebut, maka peta yang diperlukan adalah peta rawan infeksi
 HIV. Dalam hal ini, adalah peta distribusi jumlah pengguna Napza suntik
 (Penasun), Wanita Pekerja Seks (WPS), Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL) dan
 Pelanggan Pekerja Seks (Pelanggan). Khusus untuk pelanggan, belum dapat
 dipetakan dengan baik mengingat sifat mereka yang sangat berpindah-
 pindah, oleh karena itu pemetaan yang dilakukan pada tahun 2010 adalah
 menampilkan jalur-jalur mobilitas mereka.
 1 Prevalensi HIV: Jumlah perkiraan kasus HIV dibagi jumlah penduduk pada provinsi
 tertentu
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 Gambar 2. Peta distribusi jumlah pengguna napza suntik di Indonesia dan
 kota lokasi pemantauan perubahan perilaku
 Gambar 2 adalah peta distribusi penasun (laki-laki dan perempuan), salah
 satu populasi yang rawan terinfeksi HIV. Peta ini telah digunakan sebagai
 dasar penetapan lokasi Program Pengurangan Dampak Buruk Akibat
 Penggunaan Napza Suntik (Harm Reduction/HR). Berdasarkan peta tersebut
 telah ditetapkan provinsi prioritas pada akhir tahun 2010 adalah Sumut,
 Riau, Kepri, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Sulsel, Sumbar,
 Lampung, Banten, DIY, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sulut, NTT dan NTB. Lebih
 lanjut, peta ini telah dipakai pula untuk penetapan kota-kota mana saja
 yang strategik untuk pemantauan perubahan perilaku penasun. Pada tahun
 2010 ditetapkan ada 8 kota untuk pemantauan tersebut yaitu Medan,
 Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan
 Makassar. Pemetaan dengan cara serupa dilakukan juga untuk WPS dan LSL
 (lihat Peta Epidemi HIV di Indonesia, KPAN 2010).
 Ilustrasi berikut merupakan upaya yang lebih teliti untuk memetakan
 pelanggan, yang diestimasi jumlahnya sebesar 3,1 juta orang. Dengan
 pemetaan epidemi dan rawan infeksi HIV, SRAN 2010-2014
 mengidentifikasi 137 kabupaten/kota prioritas di seluruh Indonesia.
 Seluruh kabupaten dan kota tersebut rawan terhadap infeksi HIV yang
 Estimasi jumlah Penasun tahun 2009: 105.784
 orang
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 terjadi melalui transmisi seksual, dimana di dalamnya sudah termasuk
 daerah-daerah penasun. Lokasi kabupaten dan kota tersebut sangat
 berasosiasi dengan jalur-jalur mobilitas pelanggan. Ilustrasi untuk wilayah
 Sumatera, Jawa dan Bali (Gambar 3) memperlihatkan jalur mobilitas
 pelanggan, berupa jalan raya utama pulang-pergi Bali dan NAD. Mengikuti
 jalur ini pulalah diterapkan pencegahan komprehensif di kabupaten dan
 kota yang bersangkutan.
 Gambar 3. Peta Epidemi HIV di Sumatera, Jawa dan Bali
 (Dilengkapi jalur transportasi darat, pelabuhan laut dan kab/kota prioritas)
 Pada tahun 2010 di setiap kabupaten dan kota prioritas dilakukan
 pemutakhiran pemetaan lokasi kelompok-kelompok populasi kunci (lihat
 Laporan Pemetaan Populasi Kunci, KPAN 2010). Pemetaan WPS yang terinci
 sampai pada alamat penting sebagai upaya untuk dapat melakukan
 pencegahan yang terarah ke Pelanggan, merujuk pada hukum supply and
 demand. Estimasi jumlah WPS sebesar 214.054 orang, sementara LSL
 sebesar 695.026 pada tahun 2009 (Kemkes, 2010).
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 1.1. Kecenderungan Epidemi HIV
 Secara nasional dapat diamati beberapa karakteristik pokok
 kecenderungan epidemi HIV di Indonesia. Pertama, sekalipun pada kurun
 waktu antara akhir 1990-an dan awal 2000-an epidemi menjadi meningkat
 karena penggunaan napza suntik, dewasa ini yang menjadi jalur utama
 penularan HIV adalah transmisi seksual, baik melalui hubungan yang
 bersifat homoseksual maupun heteroseksual. Penularan karena
 penggunaan napza suntik pun pada kenyataannya hampir selalu diikuti oleh
 perilaku seksual berisiko.
 Grafik 1 menunjukkan proyeksi kecenderungan epidemi HIV ke depan
 sampai dengan tahun 2025, yang dapat terjadi apabila tidak ada upaya
 penanggulangan HIV dan AIDS yang berarti. Proyeksi ini menyajikan bahwa
 pada tahun 2010 diperkirakan infeksi baru yang terjadi terutama melalui
 transmisi seksual yaitu sebesar kurang lebih 80% dan sisanya karena
 penggunaan napza suntik yaitu sekitar 20%.
 Grafik 1. Kecenderungan epidemi HIV ke depan di Indonesia
 Sumber: KPAN, 2009

Page 17
                        

16
 Laporan KPA Nasional 2010
 Kecenderungan berikut yang penting dicermati adalah bahwa penularan
 sedang bergeser dari lelaki ke perempuan, yang dikenal sebagai feminisasi
 epidemi HIV. Kemudian, dari perempuan penularan HIV berlanjut ke bayi.
 Semula jumlah kasus HIV dan AIDS didominasi oleh kaum lelaki, tetapi
 secara berangsur jumlah ini meningkat pula pada perempuan. Dengan
 perbandingan, untuk setiap 4 lelaki ada 1 perempuan, sebagai contoh hal
 ini sedang terjadi di Riau. Rata-rata di Indonesia adalah bahwa untuk setiap
 3 lelaki ada 1 perempuan, dan yang paling lanjut situasinya adalah Papua
 dimana jumlah penderita antara lelaki dan perempuan hampir sama besar
 yaitu 1 banding 1 (Gambar 4).
 Gambar 4. Feminisasi epidemi HIV:
 Peningkatan persentase perempuan AIDS di beberapa tempat di
 Indonesia, 2009
 Feminisasi epidemi HIV terjadi pada perempuan yang tidak berperilaku
 berisiko. Data kasus AIDS yang dilaporkan setiap tiga bulan oleh Kemkes
 dalam 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa jumlah terbesar kasus AIDS
 pada perempuan adalah ibu rumah tangga.
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 Grafik 2. Jumlah kumulatif kasus AIDS pada perempuan di Indonesia
 berdasar jenis pekerjaan 1999-2010
 Peningkatan penularan pada ibu rumah tangga, dibandingkan dengan WPS
 (Grafik 2), tampak menjadi pesat sejak tahun 2003 dimana kecenderungan
 peningkatan ini masih terus terjadi sampai sekarang (Grafik 3). Mengingat
 ini adalah kecenderungan penderita AIDS maka besar kemungkinan
 kecenderungan penularan HIV pada ibu rumah tangga telah terjadi
 sebelum tahun 2003 tersebut. Dengan meningkatnya penularan HIV pada
 ibu rumah tangga, maka semakin besar kemungkinan kecenderungan
 penularan HIV pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang positif HIV (Grafik 4)
 0 500 1000 1500 2000 2500
 Ibu rumah tangga
 Penjaja sex
 Wiraswasta/usaha sendiri
 Tenaga non profesional (karyawan)
 Petani/peternak/nelayan
 Pegawai Negeri Sipil
 Tenaga profesional non medis
 Anggota TNI/POLRI
 Sumber: Kemkes, Ditjen P2PL, 2010 * Tenaga Non Profesional termasuk karyawan non formal dan buruh
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 Grafik 3. Tren jumlah kasus AIDS pada pekerja seks dan ibu rumah tangga
 di Indonesia 1999-2010
 Terjadinya feminisasi epidemi HIV di Indonesia telah berakibat pada
 meningkatnya penderita AIDS perinatal.
 Grafik 4. Kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase kasus AIDS
 perinatal 2000-2010
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 BAB 2. CAPAIAN KPA NASIONAL TAHUN 2010
 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi
 Penanggulangan AIDS Nasional, KPAN memiliki sejumlah tugas dan fungsi
 untuk melakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan
 AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
 2.1. Pengembangan Kebijakan
 2.1.1. Permenkokesra Nomor 8 Tahun 2010: Strategi dan Rencana Aksi
 Nasional Penanggulangan AIDS 2010-2014
 Permenko Kesra Nomor 8
 Tahun 2010 disahkan pada
 akhir bulan Januari 2010
 setelah dicapai kesepakatan
 digunakannya Strategi dan
 Rencana Aksi Nasional
 Penanggulangan AIDS 2010-
 2014 (SRAN) oleh seluruh
 anggota KPA Nasional,
 dalam Rapat Pleno tanggal
 13 Januari yang dipimpin
 oleh Menkokesra Dr. Agung
 Laksono, selaku Ketua KPA
 Nasional. Permenko Kesra
 ini menandai semakin
 mantapnya prinsip Three
 Ones dalam penanggulangan
 HIV dan AIDS di Indonesia,
 dimana telah tegak Satu Kelembagaan untuk penanggulangan AIDS yaitu
 KPA Nasional; Satu Kerangka Strategi yaitu SRAN 2010-2014; dan Satu
 Kerangka Monitoring dan Evaluasi yaitu Rencana Monev 2010-2014.
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 SRAN 2010-2014 yang merupakan lanjutan dari Strategi Nasional dan RAN
 2007-2010, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dan terintegrasi dalam
 mekanisme perencanaan dan penganggaran oleh sektor-sektor tingkat
 nasional dan daerah. Pengembangan SRAN dilakukan sepanjang tahun
 2009 oleh tim yang terdiri dari berbagai sektor, pemerintah, non
 pemerintah dan mitra internasional. Hal ini dilakukan, selain untuk
 memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi upaya
 penanggulangan dari para pelaku penanggulangan AIDS di Indonesia, juga
 untuk meningkatkan kepemilikan kerangka strategi sebagai pemersatu
 upaya yang intensif, terkoodinasi dan sistematis. Pada akhir tahun 2010,
 empat Kementerian dan Lembaga telah memiliki Renstra AIDS sebagai
 turunan dari SRAN, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Tenaga
 Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian
 Pendidikan Nasional.
 2.1.2. Pengembangan kebijakan dan program bagi kelompok usia muda
 mulai terkoordinasi
 Kegiatan HAS 2010, Lapangan Monas Jakarta
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 Pada tahun 2009, Strategi Nasional Penanggulangan AIDS bagi kelompok
 usia muda telah diterbitkan. Dalam Inpres 3/2010 tentang Program
 Pembangunan yang Berkeadilan, target untuk Indikator ‘pemahaman
 komprehensif penduduk usia 15-24 tahun tentang HIV dan AIDS’ telah
 ditetapkan dengan jelas, yaitu sasaran 95% pada akhir tahun 2014. Pada
 akhir tahun 2010, Kelompok Kerja Remaja telah melakukan pertemuan dan
 konsolidasi mengenai langkah-langkah yang yang harus diambil untuk
 mencapai target Inpres 3/2010 ini. Diharapkan upaya pada tahun-tahun
 yang akan datang dapat menjangkau 51 juta penduduk usia muda,
 sehingga mereka terpapar informasi mengenai Kesehatan Reproduksi, Anti
 Napza serta HIV dan AIDS.
 2.1.3. Pengembangan rencana aksi bagi LSL siap untuk implementasi
 Sejalan dengan pengembangan SRAN 2010-2014, tim penyusun SRAN
 mengidentifikasikan bahwa diperlukan percepatan upaya penanggulangan
 AIDS yang intensif pada kelompok populasi LSL untuk menahan penularan
 HIV yang tampak terus meningkat di masa yang akan datang. Tim khusus
 dibentuk untuk membuat perencanaan awal pada akhir tahun 2009, dan
 memastikan bahwa rencana aksi untuk penanggulangan AIDS pada LSL siap
 pada tahun 2010.
 Sesuai rencana, draft akhir Rencana Aksi bagi LSL telah selesai dan tim
 pelaksana program di 10 provinsi dengan tingkat epidemi tertinggi telah
 dipersiapkan untuk mencapai target yang ditetapkan, dimana pada akhir
 tahun 2014, 80% dari LSL (kurang lebih 560 ribu orang) terjangkau program
 pencegahan yang efektif dan 60% dari mereka (sekitar 420 ribu orang)
 berperilaku aman dari penularan HIV.
 2.1.4. Tersedianya kurikulum HIV dan AIDS untuk pendidikan dan
 pelatihan
 Diawali dengan dibentuknya tim ‘G20’ yang mengikuti pelatihan mengenai
 kurikulum pengelolaan penanggulangan AIDS di Royal Tropical Institute
 (KIT), Amsterdam pada akhir tahun 2009, maka pada tahun 2010 adalah
 tahun yang intensif untuk mengembangkan kurikulum HIV dan AIDS pada
 pendidikan dan pelatihan. Tim ‘G20’ adalah 20 orang yang berasal dari
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 Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, Universitas Padjadjaran,
 Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Hasanuddin;
 serta dari Pusdiklat BP2SDM Kemkes RI; juga staf dari Sekretariat KPA
 Nasional. Tim G20, telah menghasilkan (1) draft Kurikulum HIV dan AIDS
 untuk Fakultas Kedokteran (S1), yang akan segera diujicobakan di
 Universitas Airlangga; (2) draft Kurikulum HIV dan AIDS untuk Fakultas
 Kesehatan Masyarakat (S1) yang telah disebarluaskan pada acara Asia
 Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) di Bali dan
 diperbaiki dalam forum yang terdiri dari Anggota Asosiasi Insitusi
 Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI); (3) draft kurikulum
 HIV dan AIDS untuk Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan (D-III).
 Hal strategis yang dihasilkan pada tahun 2010 selain kurikulum bagi
 mahasiswa calon tenaga kesehatan melalui pendidikan formal, adalah
 kurikulum pelatihan HIV dan AIDS. Tiga prioritas pengembangan kurikulum
 pelatihan tersebut adalah mengenai (1) Penguatan Kelembagaan, (2)
 Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual (PMTS), dan (3) Pencegahan HIV
 pada penasun (HR). Pada akhir tahun 2010, Kurikulum dan Modul Pelatihan
 PMTS dipersiapkan dengan mengacu ke Pedoman PMTS yang telah
 diterbitkan sebelumnya.
 2.1.5. Siapnya pedoman PMTS sebagai satu bentuk intervensi struktural
 Kebutuhan utama dalam program PMTS adalah tersedianya buku pedoman
 yang dapat diterapkan langsung dalam bentuk kegiatan program. Pedoman
 tersebut secara garis besar berisi konsep dan unsur-unsur yang harus
 tersedia dalam upaya mendukung intervensi struktural dengan tujuan
 terjadinya perubahan perilaku dan pemberdayaan populasi kunci. Sebagai
 sebuah konsep yang relatif baru, intervensi struktural memerlukan
 pemahaman yang komprehensif, serta perubahan dalam melihat proses
 pemberdayaan. Dalam konsep ini, yang diharapkan berubah bukan hanya
 perilaku populasi kunci tetapi semua pemangku kepentingan.

Page 24
                        

23
 Laporan KPA Nasional 2010
 Komponen intervensi
 struktural tersebut mencakup
 4 hal: 1) Peningkatan Peran
 Positif Pemangku Kepentingan,
 2) Komunikasi Perubahan
 Perilaku, 3) Manajemen
 Pasokan Kondom dan Pelicin
 dan 4) Penatalaksanaan IMS.
 Dalam pedoman, dijelaskan
 peran dan fungsi dari masing-
 masing komponen, dalam
 rangka mencegah penularan
 HIV melalui transmisi seksual.
 Keempat komponen tersebut
 harus berjalan secara simultan
 karena tiap komponen saling
 menopang satu sama lain.
 2.2. Perencanaan Strategik
 2.2.1. Integrasi isu HIV dan AIDS dalam pembangunan nasional
 Menyadari pentingnya masalah HIV dan AIDS yang memerlukan perhatian
 lebih serius dari multipihak, maka dalam rancangan RPJMN yang
 dikembangkan, Bappenas telah menetapkan perlunya prioritas
 penyelesaian masalah HIV dan AIDS dalam rencana pembangunan nasional
 pemerintah baru, untuk periode 2010-2014. Rancangan ini, sebagai bagian
 dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah HIV dan
 AIDS, sesuai dengan amanat dalam pembangunan kesehatan yang berpihak
 kepada rakyat dan keadilan, serta pencapaian target MDG pada tahun
 2015. Upaya pengintegrasian masalah HIV dan AIDS dalam dokumen
 RPJMN, dilakukan melalui mekanisme dan komunikasi yang sangat intensif
 antara Bappenas dan seluruh kementerian/lembaga, melalui Forum
 Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV dan AIDS.
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 Inisiatif ini diperlukan untuk menjamin adanya kesinambungan komitmen
 pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, terutama
 dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran program HIV ke depan.
 Dokumen strategik ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan rencana
 kerja pemerintah di tingkat nasional serta penyusunan rencana
 pembangunan jangka menengah daerah.
 2.2.2. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran HIV dan AIDS di daerah
 Dokumen SRAN 2010-2014 merupakan kebijakan yang mengikat untuk
 digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan baik sektor
 pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, mitra internasional serta
 lembaga peduli HIV dan AIDS lainnya, di tingkat pusat dan daerah. Bagi
 daerah, kebijakan ini adalah acuan untuk pengembangan perencanaan
 program penanggulangan HIV dan AIDS. Data menunjukkan bahwa
 program HIV dan AIDS, masih belum menjadi prioritas dalam rencana
 pembangunan di banyak daerah. Namun demikian, ada beberapa daerah
 yang telah memiliki komitmen dalam penganggaran HIV dan AIDS,
 meskipun belum mencukupi. Berdasarkan pemantauan rutin yang
 dilakukan KPAN, telah terjadi peningkatan penganggaran program
 Pertemuan Forum Perencanaan dan Penganggaran HIV dan AIDS di Bappenas
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 penanggulangan AIDS di tingkat provinsi, dari Rp. 25,5 milyar di tahun 2007
 menjadi Rp. 38,3 milyar pada Tahun 2009, dan di tingkat kabupaten/kota
 dari Rp. 19,7 milyar pada tahun 2007 menjadi Rp. 35,2 milyar di tahun
 2009. Agar upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah dapat lebih
 optimal, maka penganggaran HIV dan AIDS yang lebih transparan dengan
 pengelolaan yang akuntabel di daerah, masih perlu ditingkatkan.
 Mekanisme perencanaan dan penganggaran program penanggulangan
 AIDS di daerah idealnya dilakukan melalui mekanisme forum yang dipimpin
 oleh Bappeda bekerja sama dengan KPA setempat, yang beranggotakan
 Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) terkait. Karena itu, untuk
 meningkatkan kapasitas KPA Daerah dalam perencanaan dan
 penganggaran program penanggulangan AIDS, sepanjang tahun 2010 KPA
 Nasional telah memberikan fasilitasi perencanaan dan penganggaran di 18
 provinsi prioritas.
 Kegiatan fasilitasi ini lebih dititik beratkan pada peningkatan pemahaman
 seluruh sektor tentang perlunya program penanggulangan HIV dan AIDS
 dan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam perencanaan masing-
 masing sektor. Proses perencanaan ini disesuaikan dengan kondisi dan
 kebutuhan di wilayah (provinsi dan kab/kota) masing-masing.
 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran HIV dan AIDS di Sulawesi Selatan tahun 2010
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 Ruang lingkup fasilitasi meliputi penyampaian tentang kebijakan
 penanggulangan HIV dan AIDS secara nasional yang perlu ditindalanjuti
 dalam rencana aksi daerah, skema perencanaan dan penganggaran terpadu
 untuk penanggulangan HIV dan AIDS dan menu program untuk kegiatan
 HIV dan AIDS. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas KPA
 Provinsi dan Kab/Kota khususnya dalam kemampuan fasilitasi perencanaan
 dan penganggaran. Dari proses ini diharapkan, pendanaan program
 penanggulangan HIV dan AIDS dari dana domestik khususnya APBD akan
 semakin meningkat.
 2.3. Koordinasi
 2.3.1. Meningkatnya fungsi koordinasi lintas sektor (pemerintah dan non
 pemerintah) dan kerjasama yang erat antar penerima hibah Global Fund
 Dibanding tahun sebelumnya, koordinasi lintas sektor pada tahun 2010
 ditandai dengan berlangsungnya beberapa pertemuan penting serta
 disampaikannya laporan-laporan rutin. Koordinasi lintas sektor di tingkat
 nasional diawali dengan Rapat Pleno KPA Nasional, pertemuan tingkat
 menteri dipimpin Menkokesra, pada tanggal 13 Januari 2010 yang
 menghasilan 2 keputusan penting: (1) disahkannya SRAN 2010-2014, dan
 (2) masuknya anggota KPA Nasional baru yang terdiri dari empat
 Kementerian (Luar Negeri, Pekerjaan Umum, Perhubungan dan
 Pertahanan), serta Jaringan Populasi Kunci (GWL-INA, OPSI, IPPI dan JOTHI).
 Secara berkala pertemuan-pertemuan lintas sektor, sebagaimana telah
 dilakukan sejak 2007 adalah Pertemuan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja
 (antara lain Monev, Penelitian, Papua, Buruh Migran, Tempat Kerja, Remaja
 dan Perempuan), serta berbagai pertemuan lainnya.
 Pada tahun 2010, pertemuan Tim Pelaksana diadakan secara berkala tiap 3
 bulan (Januari, Maret, Juli dan Oktober) sebagai bentuk koordinasi anggota
 KPAN. Tiap anggota KPAN menyampaikan kemajuan program
 penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan di masing-masing
 institusinya.
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 Masuknya dukungan dana Global Fund sejak pertengahan tahun 2008
 untuk Round 8 dan pertengahan tahun 2009 untuk Round 9, cukup banyak
 meningkatkan intensitas koordinasi lintas sektor, baik di tingkat Principle
 Recipients2 (PRs) maupun Sub-Recipients
 3 (SRs). Empat PRs untuk AIDS
 adalah KPAN, Kementerian Kesehatan, PKBI dan NU. Sementara untuk
 tingkat Provinsi ada 12 PKBI Provinsi, 23 Dinkes Provinsi sebagai SR dari
 Kemenkes, dan 33 Provinsi dari KPAN. SRs yang memiliki daerah kerja lebih
 dari 1 provinsi adalah Kementerian Hukum dan HAM (SR KPAN) dan
 Yayasan Pelita Ilmu. Sepuluh Dinkes Provinsi serta Yayasan Spiritia akan
 segera menjadi SRs pada awal tahun 2011. SRs memiliki minimal 1 Sub-Sub-
 Recipients (SSRs), dan bisa lebih dari 1. Gambaran ini menunjukkan bahwa
 koordinasi PRs-SRs-SSRs, harus terus ditingkatkan; dan KPA Nasional, selaku
 lembaga yang memimpin penanggulangan AIDS memegang peran yang
 sangat penting dalam memastikan terjadinya koordinasi yang intensif di
 semua tingkatan.
 2.3.2. Berjalannya fungsi koordinasi dan pembinaan wilayah
 Dalam rangka meningkatkan sistem komunikasi yang efektif dan mampu
 memfasilitasi identifikasi masalah serta upaya pemecahannya, KPA
 Nasional membangun sistem pembinaan wilayah yang terdiri dari 4 area
 2 Principle Recipient adalah penerima dana hibah utama di suatu negara.
 3 Sub-Recipient adalah penerima dana hibah
 Rapat Tim Pelaksana KPAN di Kemenkokesra, Januari 2010
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 geografis: (1) Sumatera, (2) Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Kalsel, Kalteng
 dan Sulteng, (3) DKI, Jabar, Kaltim, Kalbar, Sulsel, Sulut, Sulbar, Gorontalo
 dan Sultra, (4) Papua, Papua Barat, Maluku, Malut, NTB dan NTT.
 Tiap wilayah dibina oleh Tim Pembina wilayah yang terdiri dari Pembina
 Bidang Program, Pembina Bidang Pemantauan dan Evaluasi, dan Pembina
 Bidang Keuangan. Sistem ini berjalan sejak tahun 2007 dan hingga akhir
 tahun 2010 terbukti mampu mendukung sebagian besar pelaksanaan
 kegiatan di daerah. Sejak dikeluarkannya Perpres 75/2006, penguatan
 daerah, khususnya di tingkat Kab/Kota banyak mengalami perubahan,
 apalagi dengan tersedianya dukungan Dana Kemitraan yang dikelola KPA
 Nasional yang memungkinkan terjadinya peningkatan pengelolaan
 Penanggulangan AIDS di daerah.
 Pada tahun 2008, dimana seluruh KPA Provinsi telah giat melaksanakan
 upaya penanggulangan, komunikasi yang intensif jelas sangat dibutuhkan.
 Begitu pula pertengahan awal tahun 2009 dan tahun 2010 dimana dengan
 dukungan dana GF-ATM untuk seluruh Provinsi di Indonesia, komunikasi
 yang teratur melalui mekanisme ini menjadi salah satu metode yang efektif
 dalam menjawab permasalahan di daerah secara tangkas dan efektif.
 Supervisi Program di Semarang tahun 2010
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 Sistem pembinaan wilayah ini juga telah menjadi fasilitas pengembangan
 upaya integrasi sistem perencanaan dan pengganggaran.
 2.3.4. Berkembangnya koordinasi antar jaringan populasi kunci
 Populasi kunci merupakan salah satu bagian penting dalam upaya
 penanggulangan AIDS di Indonesia. Partisipasi aktif dari organisasi dan
 jaringan populasi kunci diyakini akan mampu menurunkan laju penyebaran
 HIV secara lebih efektif dan tepat sasaran. Dan sebagai bagian dari
 pelaksanaan Perpres 75/2006, organisasi dan jaringan populasi kunci
 adalah merupakan anggota KPAN, karena itu amat dibutuhkan organisasi
 dan jaringan populasi kunci yang memiliki manajemen yang terstruktur dan
 berfungsi baik untuk memenuhi pencapaian dan target nasional. Pada
 tahun 2010, tercatat beberapa organisasi dan jaringan populasi kunci yang
 aktif yaitu, JOTHI (Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia), OPSI
 (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia), IPPI (Ikatan Perempuan Positif
 Indonesia), GWL-Ina (Gay Waria dan LSL Indonesia) dan PKNI
 (Persaudaraan Korban Napza Indonesia).
 Kongres JOTHI ke -2 di Jakarta tahun 2010
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 Pada tahun 2010, KPAN telah berupaya melakukan fasilitasi dan koordinasi
 dengan organisasi dan jaringan populasi kunci. Kerja sama antar jaringan
 telah berjalan dengan baik. Meski secara umum, masing-masing organisasi
 dan jaringan bergerak dalam isu yang berbeda, namun dalam beberapa
 kesempatan tetap bersama dalam memperjuangkan isu yang sama
 misalnya dalam hak kesehatan, tergabung dalam forum UNGASS, dan
 advokasi kebijakan.
 2.3.4. Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Peduli AIDS dan Warga
 Peduli AIDS
 Keterlibatan organisasi masyarakat sipil melalui Lembaga Swadaya
 Masyarakat (LSM) peduli AIDS dan warga peduli AIDS dalam upaya
 penanggulangan AIDS di Indonesia adalah hal yang amat penting.
 Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi fasilitator dalam upaya
 pemberdayaan masyarakat baik dalam pencegahan, maupun dalam upaya
 menghilangkan stigma dan diskriminasi. Pada tahun 2010, KPAN telah
 melakukan komunikasi melalui dialog maupun pertemuan lainnya.
 Selain itu melalui dukungan Indonesian Partnership Fund for AIDS (IPF),
 KPAN memberikan bantuan kepada beberapa organisasi dengan tujuan
 mempercepat pencapaian target penanggulangan HIV secara nasional.
 Pada tahun 2010 penerima bantuan adalah Spiritia, Jothi, Spekham Solo,
 Pertemuan Nasional OPSI di Jakarta tahun 2010
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 Media Surabaya, Orbit Surabaya, Yayasan Tanpa Batas Kupang, dan
 Yayasan Sosial Agustinus Sorong.
 2.4. Penyebaran Informasi
 2.4.1. Tersebarnya informasi melalui media massa
 Upaya pemberian informasi HIV dan AIDS yang benar merupakan salah satu
 tanggung jawab penting KPAN. Salah satu upaya penyebar luasan informasi
 yang mampu menjangkau banyak orang adalah melalui media internet.
 Dalam website KPAN, www.aidsindonesia.or.id, dalam kurun waktu 1
 tahun, tercatat ada 42.035 orang telah berkunjung yang berasal dari 82
 negara. Dari jumlah tersebut, terdapat 56.372 kunjungan dan ada 204.643
 laman yang dikunjungi.
 Melalui media massa, di tahun 2010 KPAN juga telah menayangkan iklan
 layanan masyarakat, yang dibuat dua versi dalam rangka peringatan Hari
 AIDS 2010, yaitu tema mitigasi anak yang terinfeksi dan terafeksi HIV dan
 PMTS. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan adalah pembuatan dan
 penyebaran materi KIE, sebanyak 200 ribu poster, liflet dan brosur yang
 disebar ke 33 provinsi dan 134 kab/kota. Juga dilakukan talkshow radio dan
 televisi (TvOne, Radio Trijaya dengan jaringannya, dan Q-Tv). KPAN juga
 Tampilan website KPAN: www.aidsindonesia.or.id

Page 33
                        

32
 Laporan KPA Nasional 2010
 melakukan penguatan Radio dan newsletter komunitas, terdapat 5
 penerbitan newsletter yang cukup aktif yaitu Sumut, Banten, Sulut, NTT
 dan Jabar yang melibatkan jaringan populasi kunci bekerja sama dengan
 KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jaringan radio komunitas yang aktif
 adalah Jabar, Sumut, Bali, DKI Jakarta dan Banten.
 2.4.2. Informasi penanggulangan HIV dan AIDS dapat diakses masyarakat
 Sebagai pertanggung jawaban berjalannya tugas dan fungsi pokok KPAN
 sesuai dengan Perpres 75/2006, perkembangan program selalu dilaporkan
 kepada Ketua dan seluruh anggota KPAN. Secara teratur setiap bulan
 Sekretariat KPAN melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Ketua KPAN.
 Sebagai bentuk transparansi program, laporan tersebut dapat diakses
 publik melalui website KPAN.
 Selain itu, KPAN juga melibatkan tim pelaksana yang terdiri dari
 Kementerian, Badan, organisasi populasi kunci dan masyarakat sipil (LSM)
 Laporan Bulanan KPAN tahun 2010
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 untuk melakukan dokumentasi penulisan program penanggulangan HIV
 dan AIDS yang berjalan di daerah. Hal ini sebagai bentuk partisipasi aktif
 dari anggota KPAN untuk ikut dalam mengakses informasi terkait
 penanggulangan HIV dan AIDS untuk selanjutnya menyebarluaskan
 informasi di lingkungan kerja masing-masing.
 2.5. Kerjasama Regional dan Internasional
 2.5.1 Tingkat Regional
 Pada tahun 2010 KPAN berpartisipasi dalam beberapa workshop ASEAN.
 Antara lain Pertemuan Regional ASEAN untuk Pengembangan Kerangka
 GIPA di Bangkok, Thailand. Pertemuan tersebut memberikan rekomendasi
 upaya penguatan implementasi GIPA dan platform bagi interaksi jaringan
 ODHA di setiap negara anggota ASEAN. Peserta pertemuan telah
 mengembangkan rencana kerja dan komitmen tindak lanjut di negara
 masing-masing untuk menjadi perhatian dalam setiap pertemuan ATFOA
 selanjutnya. Beberapa rekomendasi dari Pertemuan Regional ini menjadi
 pertimbangan dalam pengembangan AWP (ASEAN Work Plan/Rencana
 Kerja ASEAN) IV (2011 – 2015). Kegiatan strategis dalam AWP IV adalah:
 a) Advokasi kebijakan untuk mendorong agenda ASEAN dalam Forum
 Regional dan Internasional dengan menggunakan data epidemiologis
 dan hasil riset yang mendukung tercapainya tujuan utama AWP IV.
 b) Penguatan kapasitas untuk perencanaan, implementasi, pengawasan,
 serta evaluasi melalui pertukaran informasi antara negara-negara
 anggota ASEAN.
 c) Meningkatkan akses terhadap perawatan dan pengobatan HIV Yang
 terjangkau.
 Sebagai bagian dari kerjasama ASEAN, KPAN juga menerima kunjungan dari
 South Asian Association For Regional Cooperation (SAARC) di Jakarta untuk
 mempelajari program penanggulangan HIV pada pengguna napza,
 termasuk di Lapas dan Rutan. Ke depan, SAARC mengundang negara-
 negara ASEAN untuk mengunjungi negara-negara anggota SAARC dalam
 rangka meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan.
 2.5.2. Tingkat Internasional

Page 35
                        

34
 Laporan KPA Nasional 2010
 Dalam kerjasama internasional bersama mitra bilateral, KPAN meneruskan
 kemitraan antara Indonesia dengan USAID dan AusAID. Di tahun 2010,
 Indonesia meneruskan kemitraan bersama AusAID dalam kerangka
 Australia-Indonesia Partnership for HIV (AIPH) dengan nilai sebesar AUD
 100 juta untuk periode 2008-2015. Indonesia juga menerima bantuan
 hibah dari AusAID sebesar USD 275 ribu untuk melakukan riset dalam
 upaya penanggulangan yang efektif pada populasi kunci LSL.
 Bersama USAID, Indonesia memulai kerangka kerja baru di tahun 2010
 dalam “Scaling Up For Most-at-Risk Populations” (SUM), senilai USD 35 juta
 untuk periode 2010 – 2014. Fokus SUM berada di 8 provinsi di Indonesia:
 DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Timur,
 Sumatera Utara, Papua dan Papua Barat.
 Dalam kerjasama multilateral, KPAN meneruskan kemitraan antara
 Indonesia bersama IPF, PBB, European Union dan Global Fund for AIDS
 Tubercolosis and Malaria (GFATM). Sejak tahun 2007, KPAN telah membina
 kemitraan multilateral melalui IPF bersama DFID dan AusAID. DFID telah
 mengakhiri komitmennya dalam IPF pada tahun 2010, tetapi kemudian
 USAID memberikan komitmen untuk IPF mulai tahun 2011.
 Bersama PBB, KPAN membina kemitraan dengan UNAIDS, UNICEF, UNFPA,
 UNDP, UNESCO, WHO, ILO and World Bank. Secara khusus pada tahun
 2010, UNICEF meluncurkan program khusus Papua dengan bantuan dana
 dari pemerintah Belanda. UNFPA berkomitmen membantu program
 kondom perempuan di Indonesia dengan menyumbangkan satu juta
 kondom pada tahun 2010. UNESCO meluncurkan program pembelajaran
 jarak jauh mengenai informasi dasar HIV untuk tingkat mahasiswa
 universitas.
 UNAIDS dan WHO melakukan konsultasi nasional untuk pengembangan
 strategi dan kerangka kerja secara global dan secara khusus untuk
 Indonesia. ILO dan World Bank meneruskan kemitraan teknis untuk
 membantu upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja. Secara
 khusus World Bank mendorong upaya pengarusutamaan HIV dalam proyek
 pembangunan jalan dan infrastuktur di Indonesia.
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 Bersama European Union, KPAN membina kerjasama teknis melalui
 kelompok kerja HIV dan AIDS dalam CCM-GFATM di Indonesia, untuk
 pembuatan proposal GFATM dan juga untuk peningkatan kapasitas PR dan
 SRs. Sedangkan bersama GFATM, KPAN bersama-sama dengan PR’s yang
 lain, meneruskan kerjasama yang telah dibina oleh Indonesia dengan
 GFATM untuk penanggulangan HIV dan AIDS sejak tahun 2002 yakni mulai
 Ronde 1, Ronde 4, Ronde 8 hingga Ronde 9 tahun 2010.
 Dalam kerjasama internasional dengan mitra swasta, KPAN telah menerima
 dana hibah dari MAC AIDS Foundation (MAF) senilai USD 63ribu untuk
 upaya bantuan mitigasi dampak HIV dan AIDS pada anak. Bantuan yang
 diberikan dalam bentuk dukungan tambahan biaya sekolah, dukungan
 pemeriksaan kesehatan dan nutrisi tambahan, misalnya susu dan vitamin.
 Evaluasi dan Peluncuran Program Pembelajaran HIV Jarak Jauh di Jakarta tahun 2010
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 2.6. Pengelolaan Data dan Informasi
 2.6.1. Tersedianya data pemetaan medan sebagai kunci sukses
 pelaksanaan program
 Pemetaan populasi kunci dilakukan sebagai salah satu kegiatan yang
 menunjang implementasi program. Pada tahun 2009 pemetaan
 dilaksanakan di 12 Provinsi grup A4, maka di tahun 2010, pemetaan
 dilakukan di 11 Provinsi grup B, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Banten,
 DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi
 Utara, NTT, NTB, Maluku. Hasil pemetaan terdiri dari lokasi ‘hotspot’
 populasi kunci dilengkapi dengan perkiraan jumlah populasi kunci pada
 setiap lokasi, keberadaan layanan, dan lembaga/institusi/ormas yang aktif
 bekerja di bidang HIV dan AIDS.
 Kegiatan ini dilakukan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi,
 hingga Nasional. Identifikasi hotspot dan perkiraan jumlah populasi kunci
 dilakukan oleh petugas lapangan melalui observasi langsung. Pertemuan
 untuk verifikasi, konsensus, dan diseminasi dilakukan di Kabupaten/Kota
 hingga Nasional dengan melibatkan sektor terkait, komunitas populasi
 kunci, dan LSM. Hasil pemetaan selanjutnya divisualisasi, dicetak dan
 diperbanyak dalam bentuk buku dan dimanfaatkan dalam implementasi
 program.
 2.6.2. Dikembangkannya mekanisme jaminan kualitas data
 Terkait dengan program pencegahan yang dilaksanakan, KPAN
 mengimplementasikan Manajemen Kualitas Data (MKD) yang terintegrasi
 dalam sistem monitoring dan evaluasi. Selanjutnya untuk melihat
 impelentasi di tingkat lapangan, dilakukan ujicoba pemantauan kualitas
 data. Kegiatan MKD dilakukan berkesinambungan melalui mekanisme yang
 berjenjang pada semua tingkatan, yaitu mulai dari unit pelaksana di tingkat
 layanan, sampai pada tahap pengelolaan data dan informasi di tingkat KPA
 Kab/Kota dan KPA Provinsi. Pelaksanaan ujicoba pemantauan kualitas data
 4 Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat,
 Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat
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 dilaksanakan oleh tim KPAN bersama mitra, pada Mei 2010 di empat
 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali.
 Metode yang digunakan dalam penggalian kualitas data meliputi
 pengamatan, wawancara mendalam dan kajian dokumen. Ruang lingkup
 pemantauan meliputi aspek pencatatan, penginputan data, analisis dan
 pengembangan laporan.
 Hasil uji coba menunjukkan, bahwa kualitas pencatatan, input data di
 tingkat unit layanan masih sangat bervariasi dan perlu ditingkatkan.
 Demikian pula dengan pemanfaatan dan pengembangan analisis data dan
 laporan di tingkat KPA. Beberapa kendala terkait dengan pencatatan dan
 pelaporan data adalah masih kurangnya pemahaman mengenai prosedur
 dan manfaat data, terbatasnya sumber daya dan kapasitas SDM dalam
 memahami fungsi dan peran masing-masing dalam pembagian peran
 terkait data dan informasi, serta tidak adanya bimbingan teknis, supervisi
 dan pedoman terkait dengan teknis pencatatan dan pelaporan program.
 2.7. Pemantauan dan Evaluasi
 2.7.1. Terbangunnya mekanisme pemantauan perubahan perilaku
 populasi kunci
 Untuk memantau perubahan perilaku populasi kunci terutama di kalangan
 Penasun dan WPS telah dilakukan Survei Cepat Perilaku (SCP) di beberapa
 kota terpilih pada bulan Januari dan Mei-Juni 2010. SCP Penasun dilakukan
 di 7 Kota yang terdiri dari Medan, Palembang, Bandung, Semarang,
 Surabaya, Denpasar dan Makassar untuk mendapatkan data dasar perilaku
 berisiko dalam menggunakan alat suntik.
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 Hasil SCP Penasun pada tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang
 penting bahwa 61% Penasun tidak berbagi alat suntik secara konsisten
 dalam penyuntikan sebulan terakhir.
 Untuk SCP WPS dilakukan di 10 Kab/Kota yaitu Bintan, Kota Palembang,
 Jakarta Barat, Kota Semarang, Malang, Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota
 Makassar, Jayapura dan Kota Sorong. Pada tahap awal dilakukan pemilihan
 klaster dan tahap kedua pemilihan sampel secara acak di setiap klaster
 terpilih. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan biologis dengan
 menggunakan PCR (Polymerase Chain Reaction) atau laboratorium
 sederhana.
 Survei cepat perilaku WPS tahun 2010 menunjukkan 39% WPS
 menggunakan kondom secara konsisten, yang mereka laporkan untuk
 hubungan seks selama seminggu terakhir.
 Kegiatan SCP di Kota Semarang, 2010
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 SCP dikembangkan dengan tujuan untuk memungkinkan tim provinsi untuk
 melakukan pemantauan atas hasil kerja dan program yang
 diimplementasikan. Hasil kegiatan SCP ini diharapkan terjadi peningkatan
 kapasitas lokal Provinsi, Kabupaten, Kota untuk melakukan analisis dan
 upaya perbaikan program ke depan.
 2.7.2. Terselenggaranya pertemuan tahunan evaluasi program (HR dan
 PMTS)
 Program PMTS telah mulai dilakukan sejak 2006 dan pada tahun 2010,
 upaya yang dilakukan makin intensif dengan adanya dukungan GFATM di
 12 provinsi. Untuk mendapatkan gambaran hasil pelaksanaan program dan
 kendala serta permasalahan dalam implementasi program terutama yang
 dilakukan dan untuk mendapatkan berbagai rekomendasi teknis dalam
 mengatasi permasalahan, maka pada bulan November 2010 di Jakarta
 dilakukan pertemuan evaluasi program HR dan PMTS.
 Pertemuan tahunan melibatkan KPA Nasional, Kemkes dan PKBI. Hasil
 pertemuan ini selain memberikan perbaikan untuk program ke depan, juga
 memberikan gambaran sejauh mana program tersebut sudah berhasil
 dijalankan. Kegiatan pertemuan ini menjadi strategis mengingat
 pemerintah telah menetapkan target untuk pencapaian MDGs dalam
 dokumen RPJMN 2010-2014 dan Inpres 3/2010 mengenai rencana aksi
 percepatan pencapaian MDGs, yang salah satu program yang diperlukan
 adalah PMTS.

Page 41
                        

40
 Laporan KPA Nasional 2010
 2.7.3. Berfungsinya manajemen penelitian secara nasional
 Dalam pengembangan kebijakan dan program penanggulangan AIDS yang
 efektif dan berkelanjutan dibutuhkan informasi strategis yang berbasis
 penelitian. Penelitian HIV dan AIDS di Indonesia dikelola dalam satu
 kelompok kerja penelitian (Pokjalit) KPA Nasional. Pokjalit memungkinkan
 terbentuknya jaringan untuk bertukar, membahas serta merencanakan
 penelitian yang dibutuhkan untuk pengembangan kebijakan dan program
 penanggulangan AIDS di Indonesia. Hingga akhir tahun 2010, jaringan kerja
 pokjalit tidak lagi terbatas pada lembaga yang ada di Indonesia tetapi juga
 di luar negeri. Fokus kerja pokjalit diarahkan pada pengembangan kapasitas
 penelitian, tidak hanya pada lembaga-lembaga penelitian, tetapi juga pada
 LSM dan jaringan komunitas yang sudah berkecimpung dalam pelaksanaan
 program penanggulangan.
 Kegiatan Loknaslit di Jakarta, 2010
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 Dukungan dana untuk 11 penelitian telah tersedia pada tahun 2009,
 sehingga pada tahun 2010 dipastikan setiap hasil penelitian ini telah
 melalui proses pemantapan kualitas baik dari segi metode, analisis maupun
 penulisannya. Call for proposal dilakukan lagi pada tahun 2010 untuk 15
 penelitian lainnya. Sebagaimana dilakukan sebelumnya, proses seleksi
 dengan tim panel ahli dilakukan secara intensif. Diseminasi hasil penelitian
 salah satunya disampaikan dalam momentum Lokakarya Nasional
 Penelitian yang dilakukan setiap tahun.
 Hasil Penelitian tahun 2009 yang telah selesai dan dipublikasikan
 No Judul Penelitian Insitusi
 1 Pengaruh Efek Samping Antiretroviral Lini
 Pertama terhadap Adherens pada ODHA di
 Layanan Terpadu HIV RSCM
 Pokdisus RSCM
 2 Keterlibatan Pemuka Agama dalam
 Penanggulangan HIV dan AIDS
 JEN Jakarta
 3 Individual and Organizational Determinants of
 Risk Injecting Practice Among Clients of
 Methadone Maintenance Treatment Program in
 Indonesia
 FK Unpad Bandung
 4 Penggunaan Microscopic Observation Drug
 susceptibility assay (MODS) untuk diagnosis dan
 tes sensitivitas TB pada pasien TB dan TB-HIV di
 Yogyakarta: analisis fisibilitas dan cost-
 efektivitas
 FK UGM
 Yogyakarta
 5 Survei Perilaku Berisiko dan Perilaku
 Pencegahan Tertular HIV di Lapas Kerobokan,
 Denpasar, Bali
 Univ. Udayana,
 Denpasar
 6 Pengembangan Pelayanan Kesehatan
 Komprehensif berbasis Primary Health Care
 (PHC) bagi Pekerja Seks Perempuan (PSP) di
 Bali; Penjajagan Pendekatan Struktur Sosial
 Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan
 AIDS
 IAKMI
 7 Nilai-nilai Humanisme dalam Kebijakan
 Komunikasi Kesehatan sebagai Upaya untuk
 Mengatasi Stigmatisasi pada ODHIV di Indonesia
 FIB UI
 8 Ketidakadilan Gender dalam Pelaksanaan
 Kebijakan HIV dan AIDS: Studi Kasus di Dua
 Yayasan Puspa
 Keluarga dan PPK
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 Pelayanan VCT (Voluntary, Counseling, and
 Testing) di Jakarta
 UI, Jakarta
 9 Efektivitas Program Penjangkauan di Kalangan
 Penasun dalam Menurunkan Perilaku Berisiko
 HIV
 Intuisi dan PPK UI
 10 Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah
 Penanggulangan HIV dan AIDS
 FH Univ. Nusa
 Cendana NTT
 11 Hak Seksual Perempuan dan HIV dan AIDS: Studi
 pada Perempuan Muda (15-24 tahun) di Tiga
 Kota di Jawa Barat
 Puska Gender dan
 Seksualitas, UI
 Jakarta
 hasil lengkap penelitian dapat dibaca pada laman:
 www.aidsindonesia.or.id/penelitian.
 2.8. Penguatan KPA Nasional, Provinsi dan
 Kabupaten/Kota
 2.8.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan KPA Provinsi
 KPA Nasional sejak tahun 2006 telah melakukan upaya intensif untuk
 meningkatkan kapasitas kelembagaan KPA Provinsi dan KPA Kab/Kota.
 Salah satu ukuran peningkatan kapasitas kelembagaan adalah KPA Provinsi
 telah mampu melakukan bimbingan dan koordinasi dengan KPA Kab/Kota.
 Fasilitasi dan supervisi KPAP Sumatera Barat tahun 2010
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 Proses bimbingan dan fasilitasi terlihat dari banyaknya KPA Kab/Kota yang
 terbentuk secara mandiri. Pada tahun 2010, dengan pendanaan luar negeri,
 KPAN melakukan penguatan kelembagaan di 137 kab/kota, dan dengan
 dana mandiri telah terbentuk KPA di 58 Kab/Kota. Artinya dari 465 jumlah
 Kab/Kota di Indonesia, 41% telah membentuk KPA. Di beberapa provinsi
 bahkan menunjukkan jumlah KPA Kab/Kota dengan dana mandiri bisa lebih
 banyak dari KPA yang didukung bantuan luar negeri, misalnya di Jawa
 Timur dan Papua Barat.
 Secara kualitas, kajian evaluasi yang dilakukan HCPI terhadap beberapa KPA
 daerah menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja pada tata kelola KPA
 Daerah, manajemen organisasi dan sumber daya yang profesional. Namun,
 evaluasi tersebut juga menyebutkan tetap perlu perbaikan di beberapa
 aspek penting, terutama koordinasi antara anggota KPAP dan KPA
 Kab/Kota, kepemimpinan Gubernur serta keterlibatan penuh Sekretaris
 KPAP.
 2.8.2. Berlangsungnya penguatan kapasitas manajemen program bagi
 KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota
 KPAN melakukan bimbingan dan koordinasi wilayah secara intensif untuk
 KPA provinsi dan kab/kota. Secara sistematis KPAN memfasilitasi
 penguatan kapasitas berupa pelatihan perencanaan dan penganggaran,
 keuangan, advokasi, dan monitoring dan evaluasi. Untuk mendukung
 proses tersebut KPAN telah menyiapkan pedoman yang dibutuhkan.
 Beberapa daerah telah menunjukkan berjalannya fungsi manajemen dan
 koordinasi. Misalnya, KPAP Banten mampu mengintegrasikan perencanaan
 penanggulangan AIDS ke dalam perencanaan dan anggaran daerah melalui
 APBD atas kerjasama yang erat dengan Bappeda. Model ini kemudian
 dijadikan contoh untuk KPA Provinsi lainnya. Kemampuan kordinasi dan
 kepemimpinan di tingkat provinsi Banten juga mendorong KPA Kab/Kota
 secara mandiri mengembangkan program dan mendapat dukungan APBD.
 Berjalannya fungsi manajemen program kelembagaan di KPA Provinsi dan
 Kab/Kota dapat dilihat dari tersedianya rencana dan penganggaran,
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 koordinasi, dan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap KPA
 Kab/Kota.
 Pelatihan Monitoring dan Evaluasi di Jakarta tahun 2010
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 BAB 3. PERKEMBANGAN PROGRAM DAN LAYANAN
 Perkembangan program dan layanan secara umum terjadi seiring dengan
 meningkatnya fungsi KPAN setelah disahkannya Perpres Nomor 75 Tahun
 2006. Program dan layanan yang dilaporkan tahun ini adalah mengenai a)
 Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual, b) Pengurangan Dampak Buruk
 Penggunaan Napza Suntik, serta c) VCT dan CST.
 3.1. Perkembangan Program Pencegahan HIV Melalui
 Transmisi Seksual
 Berdasarkan masukan dari kajian program pencegahan HIV melalui
 transmisi seksual, mulai tahun 2010 KPAN telah menetapkan pendekatan
 intervensi struktural sebagai strategi untuk meningkatkan cakupan,
 efektifitas dan keberlanjutan program. Pendekatan ini diharapkan mampu
 menciptakan lingkungan yang kondusif yang memberdayakan pekerja seks
 yang paling rentan tertular HIV agar mampu berperilaku aman dari
 penularan HIV dan AIDS. Intervensi struktural bukan hanya pada pekerja
 seks tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pada pemangku
 kepentingan terdekat.
 Empat komponen yang harus ada dalam pendekatan ini adalah
 Peningkatan Peran Positif Pemangku Kepentingan di Lokasi, Komunikasi
 Perubahan Perilaku, Manajemen Rantai Pasokan Kondom dan Pelicin, serta
 Penatalaksanaan IMS. Dalam pelaksanaannya keempat komponen ini harus
 berjalan secara komprehensif dan mendukung satu sama lain.
 Dalam tahun 2010, KPAN telah melaksanakan program PMTS di 16 provinsi
 dan 26 lokasi. Terkait penguatan peran pemangku kepentingan, telah
 terbentuk 31 pokja lokasi, jauh melebihi target awal sebanyak 14 pokja.
 Dalam hal pemberdayaan PS telah dilatih lebih dari 951 peer educator (PE)
 atau pendidik sebaya yang masing-masing dapat menjangkau sekitar 20 PS
 lain. Selain itu juga telah dilakukan berbagai pelatihan baik yang ditujukan
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 langsung bagi para pekerja seks maupun pemangku kepentingan terdekat.
 Pelatihan yang diberikan antara lain adalah pelatihan pemberdayaan
 pekerja seks dan pelatihan pendidik sebaya.
 Sepanjang tahun 2010, jumlah kondom yang terdistribusi adalah sebanyak
 2.948.822 yang dalam hal ini masih di bawah target 3.861.015. Jumlah
 outlet kondom yang didukung KPAN hingga 2010 berjumlah 3.151 yang
 tersebar di seluruh Indonesia.
 3.2. Perkembangan Program Pengurangan Dampak
 Buruk Penggunaan Napza Suntik
 Program pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik atau Harm
 Reduction (HR) pada tahun 2010 telah mengalami banyak peningkatan baik
 dari segi jumlah maupun kualitas program. KPAN berupaya melakukan
 layanan mengikuti Permenkokesra Nomor 02 Tahun 2007 yang berisi
 langkah-langkah strategis penanggulangan HIV dan AIDS melalui
 pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik. Beberapa program
 yang dilakukan antara lain, Layanan Alat Suntik Steril (LASS), Program
 Peserta Pelatihan Pemberdayaan Pekerja Seks, Jakarta tahun 2010
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 Terapi Rumatan Metadon (PTRM), Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat
 (PABM), dan layanan HR di dalam Lapas/Rutan.
 3.2.1 Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
 PTRM merupakan program substitusi oral dari penggunaan napza suntik.
 Dengan mengikuti program PTRM diharapkan makin mengurangi risiko
 penggunaan napza suntik yang dilakukan secara bergantian. Hingga akhir
 tahun 2010, layanan PTRM telah terdapat di 65 lokasi (RS, Puskesmas, dan
 Lapas/Rutan), dengan jumlah penerima layanan 2575.
 Peresmian Klinik PTRM di Puskesmas Sukarahayu, Subang tahun 2010
 pedulirakyat-online.com
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 3.2.2. Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM)
 Program PABM dimulai sejak tahun 2010 dan dilaksanakan di beberapa
 pusat rehabilitasi di Indonesia. PABM menggunakan pendekatan baru yang
 diharapkan efektif bila dilakukan secara sistematis dan terarah dalam
 penanggulangan adiksi pada penasun. Pada prinsipnya, dalam program
 PABM dikembangkan partisipasi dari lembaga-lembaga yang sebelumnya
 telah melakukan program pemulihan adiksi di masyarakat.
 Sepanjang tahun 2010 layanan PABM dilakukan di 10 lembaga dari seluruh
 Indonesia, dengan total penasun yang dilayani sebanyak 281 klien. Klien
 yang dihitung adalah bila telah mengikuti program selama 1 bulan rawat
 inap dan 6 bulan rawat jalan. Untuk lebih memperkuat pelayanan telah
 dilakukan beberapa pelatihan penguatan kapasitas bagi lembaga pengelola
 PAMB. Pelatihan yang diberikan antara lain, Pelatihan Fasilitator PABM
 untuk 11 konselor senior, Pelatihan Konselor PABM untuk 62 orang yang
 dibagi dalam 2 kelas angkatan, masing-masing 34 dan 28 peserta.
 Pelatihan Konselor Adiksi Program PABM, Jakarta 2010
 adiksi.org
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 3.2.3 Layanan Alat Suntik Steril (LASS)
 Layanan Alat Suntik Steril (LASS) merupakan layanan pemberian atau
 penukaran alat suntik bekas pakai dengan alat suntik steril bagi penasun.
 Secara kumulatif hingga akhir tahun 2010, terjadi perkembangan yang
 cukup signifikan, yaitu telah berdiri 281 lokasi layanan LASS yang tersebar
 di PKM dan RS di 19 Provinsi. Hingga akhir tahun 2010 telah terjangkau
 88.704 orang penasun.
 Pertemuan penasun, Bogor 2010
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 Grafik 5. Perkembangan Program Pengurangan Dampak Buruk
 Penggunaan Napza Suntik 2002-2010
 3.2.4. Layanan HR di Lapas dan Rutan
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 Layanan Alat Suntik Steril 4 4 11 17 120 147 182 281 194
 Program Terapi Rumatan
 Metadon2 2 2 3 11 24 35 49 65
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 Sumber: Kemkes, Ditjen P2PL, 2010
 Program PTRM di LP Narkotika, Jakarta
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 Program layanan HR di Lapas dan Rutan merupakan bagian dari program
 HR secara keseluruhan, karena diketahui penularan HIV di Lapas/Rutan
 paling banyak adalah dari penggunaan napza melalui alat suntik yang tidak
 steril pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Program ini telah
 berjalan sejak tahun 2001, meski saat itu masih terbatas. Tetapi sejak tahun
 2003, KPAN dan Badan Narkotika Nasional (BNN) secara resmi menyepakati
 Program HR, dalam hal ini termasuk di lingkungan Lapas/Rutan. Dan pada
 tahun 2005, diawali dengan bergulirnya Strategi Nasional Penanggulangan
 HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas/Rutan, Direktorat
 Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI (Ditjen
 Pemasyarakatan) telah melaksanakan program HR secara komprehensif di
 Lapas/Rutan. Saat ini program HR di Lapas/Rutan telah mengalami banyak
 kemajuan termasuk dukungan dan keterlibatan penuh Ditjen
 Pemasyarakatan.
 Hingga tahun 2010 telah ada 72 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
 melaksanakan program HR. Program yang dilakukan mulai dari pemberian
 KIE, layanan kesehatan dasar terkait HIV di klinik, hingga PTRM. Dari segi
 jumlah, WBP yang telah terjangkau KIE sebanyak 34.295 orang. Layanan
 rujukan mencapai 2.474 rujukan. Selain itu juga telah dilakukan
 pembentukan Pokja HIV di 9 Kanwil Provinsi, dari 11 Kanwil yang ada.
 Skema program PTRM di Rutan Medan, Sumut
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 3.3. Perkembangan Program Konseling dan Tes HIV
 Sukarela (KTS/VCT) dan Dukungan Pengobatan dan
 Perawatan (CST)
 Perkembangan kemajuan program Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS)
 sebagai cara untuk mengetahui jumlah orang dengan HIV di Indonesia
 disampaikan dalam tiga hal, yaitu jumlah tempat layanan yang tersedia,
 jumlah orang yang melakukan tes dan angka yang terinfeksi HIV dari tes
 tersebut.
 Hingga Desember 2010, laporan Kemkes menunjukkan telah tersedia 388
 lokasi KTS di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan rumah sakit,
 puskesmas, klinik swasta, maupun klinik LSM. Sedangkan dari kumulatif
 jumlah kunjungan, dilaporkan telah terjadi 669.137 kunjungan ke layanan
 KTS, dengan kasus HIV positif sebanyak 55.848 atau 10,4%.
 Pada layanan dukungan, pengobatan dan perawatan, hingga Desember
 2010 terdapat 196 layanan perawatan di seluruh Indonesia. Selain itu,
 pengobatan juga telah diberikan kepada 34.159 orang, dengan 19.572
 diantaranya masih aktif menerima ARV gratis.
 Klinik Konseling dan Tes HIV di Jombang Jatim
 rsudjombang.com
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 BAB 4. PERKEMBANGAN CAKUPAN, EFEKTIFITAS
 DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM
 Tiga indikator utama yang menunjukkan keberhasilan program
 penanggulangan HIV dan AIDS nasional untuk dapat menahan dan
 menurunkan laju epidemi, adalah cakupan, efektifitas dan keberlanjutan
 program.
 4.1 Perkembangan Cakupan Program
 Cakupan program adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana
 program sudah mampu menjangkau setiap kelompok populasi kunci, dan
 mereka yang utama adalah Penasun, WPS, LSL (terdiri dari Gay, Waria dan
 LSL lainnya) dan Pelanggan. Dari mekanisme pemantauan rutin yang
 diperoleh berdasarkan laporan bulanan dari KPA kab/kota tampak bahwa
 ada peningkatan cakupan program setiap tahunnya pada semua kelompok
 populasi kunci, namun pada umumnya belum dapat mencapai target
 (sesuai RAN 2007-2010), kecuali pada Waria dan WBP. Khusus WBP,
 peningkatan pesat terutama terjadi pada tahun 2010 (Grafik 6).
 SCP tahun 2010 memberikan informasi sejauh mana populasi kunci telah
 terpapar oleh program, yang dapat dipakai pula untuk menggambarkan
 cakupan. SCP Penasun 2010 menunjukkan bahwa 71 persen penasun punya
 akses ke LASS untuk memperoleh alat suntik steril.
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 4.2 Perkembangan Efektifitas Program
 Keberhasilan program yang perlu dilihat setelah cakupan adalah efektifitas
 program, yaitu indikator yang menunjukkan sejauh mana program telah
 dapat merubah perilaku kelompok-kelompok populasi kunci. Perubahan
 perilaku yang pokok adalah terjadinya penggunaan alat suntik steril untuk
 mencegah penularan HIV karena penggunaan napza suntik, dan
 penggunaan kondom sebagai cara untuk mencegah penularan HIV yang
 terjadi melalui transmisi seksual.
 SCP penasun tahun 2010 menunjukkan 65 persen penasun tidak berbagi
 alat suntik secara konsisten, yang mereka laporkan untuk penyuntikan
 selama seminggu terakhir. Angka ini sudah mencapai sasaran SRAN 2010-
 2014 sebesar 60 persen. Perilaku ini tampak meningkat dari waktu ke
 waktu, dimana sebelumnya yaitu IBBS tahun 2004 dan 2007 menunjukkan
 angka berturut-turut 49 dan 60 persen (Grafik 7).
 Penasun WPS LangsungWPS Tidak
 LangsungWaria LSL WBP
 2006 (Baseline) 15,340 25,644 14,875 11,252 15,336 3,845
 2009 29,575 40,029 21,895 18,518 21,358 45,865
 2010 50,669 72,435 53,266 21,855 47,590 88,392
 0
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000
 90,000
 100,000
 Jum
 lah
 Grafik 6. Perkembangan Cakupan Program Terhadap Populasi Kunci Sampai dengan
 2010
 Sumber: KPAN, 2010
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 Grafik 7. Kecenderungan Tidak Berbagi Alat Suntik pada Penasun (%)
 sampai dengan 2010
 SCP pada WPS tahun 2010 menunjukkan 39% WPS yang menggunakan
 kondom secara konsisten, yang mereka laporkan untuk hubungan seks
 selama seminggu terakhir. Angka ini masih di bawah dari sasaran SRAN
 2010-2014 sebesar 60%. Perilaku ini tampaknya masih belum jauh berubah
 bila dibandingkan dengan temuan sebelumnya dari IBBS 2007, yang
 menunjukkan kisaran angka antara 23% dan 43%. Hasil SCP 2010,
 penggunaan kondom konsisten pada penasun hampir 44 persen. Bila
 kecenderungan dilihat dari tahun 2002 tampaknya ada peningkatan
 penggunaan kondom konsisten pada populasi kunci, yaitu pada WPS
 (langsung dan tak langsung), penasun dan pelanggan, kecuali pada Waria
 dan LSL, dimana semua perubahan ini masih di bawah angka 60% sasaran
 SRAN 2010-2014 (Grafik 8).
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 IBBS 2004 IBBS 2007 SCP 2010
 Penyuntikan terakhir Penyuntikan selama seminggu terakhir
 IBBS 2004: Medan Jakarta, Bandung, Surabaya
 IBBS 2007: Medan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang
 SCP IDU 2010: Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar
 Sumber: KPAN, 2010
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 Grafik 8. Kecenderungan Penggunaan Kondom Konsisten pada Populasi
 Kunci (%) sampai dengan 2010
 Hal yang memprihatinkan adalah dalam penggunaan ARV, dalam grafik 9
 terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah Odha yang konsisten
 menggunakan ARV, turun dari 64% pada tahun 2009 menjadi 45% pada
 tahun 2010, dimana ini mengakibatkan naiknya angka kematian setelah
 menerima ARV. Ini menunjukkan melemahnya kualitas program.
 Penasun WPS langsung WPS tak lgs Waria LSL Pelanggan
 IBBS 2002 14.34 22.7 17.2 24.8 18.22 21.39
 IBBS 2004 16.73 32 36.5 53.3 38.44 23.96
 IBBS 2007 30.6 42.99 45.78 29.82 25.29 37.02
 SCP 2010 43.9 39
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 Sumber: KPAN, 2010
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 Grafik 9. Kecenderungan Penggunaan ARV sampai dengan 2010
 4.3 Perkembangan Keberlanjutan Program
 Keberlanjutan program secara nasional dapat dilihat dari perkembangan
 kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan
 pendanaan. Khusus untuk pendanaan, telah tersedia sumber-sumber
 pendanaan dalam negeri. Ini dapat dilihat dengan National AIDS Spending
 Assessment (NASA), yang menghitung besar dana yang dikeluarkan sebagai
 penaksir besar dana yang tersedia. Hasil perhitungan dapat pula
 menunjukkan proporsi dana dari dalam negeri. Data NASA yang
 dikumpulkan sejak 2004 memperlihatkan adanya peningkatan proporsi
 dana bersumber dalam negeri, dimana data terakhir untuk tahun 2008
 adalah sebesar 39 persen atau hampir 40 persen (Grafik 10).
 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 % masih menerima ARV 61 54 59 62 64 45
 % meninggal setelah ARV 46 21 17 18 22
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 Sumber: Kemkes, Ditjen P2PL, 2010
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 Grafik 10. Perkembangan (berdasarkan data NASA) dan Proyeksi
 Persentase Dana Domestik sampai dengan 2014
 Pada tahun 2010 diperkirakan jumlah dana yang tersedia adalah sebesar
 Rp. 903 Milyar, dimana 49 persen dana tersebut berasal dari dalam negeri.
 Jumlah dana dari dalam negeri adalah sebesar Rp. 442 Milyar, yang terdiri
 dari Rp. 346 Milyar dari APBN Kementerian dan Lembaga, Rp. 23 Milyar
 dari APBN Sekretariat KPAN, Rp. 38 Milyar dari APBD Provinsi dan Rp. 35
 Milyar dari APBD Kab/Kota. Sedangkan dana dari luar negeri adalah sebesar
 Rp. 461 Milyar, yang terdiri dari Rp. 297 Milyar berasal dari GF, Rp. 54
 Milyar dari AusAID, Rp. 87 Milyar dari USAID dan 23 Milyar dari IPF (Tabel
 1).
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Perkembangan 22.4 26.5 26.3 39
 Proyeksi 40 45 49 55 60 65 70
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 Sumber: KPAN, 2010
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 Tabel 1. Dukungan Pendanaan Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2010
 Dalam Negeri (49%)
 (Total Rp. 442 Milyar)
 Luar Negeri (51%)
 (Total Rp. 461 Milyar)
 APBN K/L Rp. 346 Milyar GF ATM Rp. 297 Milyar
 APBN KPAN Rp. 23 Milyar AusAID Rp. 54 Milyar
 APBD Provinsi Rp. 38 Milyar USAID Rp. 87 Milyar
 APBD Kab/Kota Rp. 35 Milyar IPF Rp. 23 Milyar
 Perkembangan perkiraan proporsi dana pada tahun 2010 sebesar 49%
 tersebut menunjukkan adanya arah yang positif, bahwa angka 70%
 proporsi pendanaan dalam negeri agaknya dapat dicapai pada tahun 2014
 (Grafik 10). Perkiraan ini akan dikonfirmasi dengan kegiatan NASA yang
 akan dilakukan pada tahun 2011 yang akan menampilkan data
 sesungguhnya untuk tahun 2009 dan 2010.
 Namun yang menjadi tantangan yang cukup besar adalah dana yang
 tersedia pada tahun 2010 barulah 59%, bila dibandingkan dengan jumlah
 dana yang yang diperlukan yaitu sebesar Rp. 1.522 Milyar berdasarkan
 SRAN 2010-2014.
 Sumber: KPAN, 2010
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 BAB 5. LANGKAH KE DEPAN
 Pada tahun 2011, KPAN tetap berfokus melakukan peningkatan cakupan,
 peningkatan efektifitas dan mendorong keberlanjutan program. Hal itu
 dituangkan dalam program kerja yang mengacu pada SRAN 2010-2014.
 1. Program yang makin meluas dengan dukungan dana yang memadai
 diharapkan mampu memberi daya ungkit sehingga benar-benar
 mampu menahan laju epidemi dengan pencegahan infeksi baru.
 Perluasan juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas program.
 Pendekatan intervensi struktural merupakan keharusan untuk
 menggerakkan semua pihak terkait untuk mendukung perubahan
 perilaku.
 2. Perluasan intervensi pada kelompok-kelompok kunci yang hingga akhir
 tahun 2010 masih sulit untuk dicapai, yaitu pada laki-laki berisiko
 tinggi, yang didalamnya terdapat pekerja migran, pekerja konstruksi,
 pelanggan pekerja seks, pengemudi truk dan pekerja pelabuhan.
 3. Sangat perlu dikembangkan program yang mengarah secara spesifik
 terhadap remaja, baik remaja umum maupun remaja berisiko melalui
 Kegiatan HAS di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tahun 2010
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 komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pengembangan program yang
 mampu memenuhi kebutuhan remaja.
 4. Meningkatkan dana domestik, terutama melalui APBN dan APBD
 Provinsi dan Kab/Kota dengan mengintegrasikan program HIV dalam
 mekanisme perencanaan dan penganggaran di semua sektor, mulai
 dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten dan kota.
 5. Meningkatkan koordinasi penanggulangan AIDS di semua tingkat
 dengan kepemimpinan KPA. Dalam hal ini diperlukan upaya
 peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilakukan melalui mekanisme
 dukungan teknis dan membangun sistem perencanaan di masa yang
 akan datang.
 Saat ini adalah saatnya bagi tiap orang untuk memberikan kontribusi,
 dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam meningkatkan
 penanggulangan AIDS di dunia, regional, maupun di tingkat nasional.
 Dengan semakin terbukanya kebutuhan nyata masyarakat melalui kajian-
 kajian maupun laporan daerah, hal ini terus membuka ajakan ke semua
 pihak untuk bertindak. Parlemen, sektor non kesehatan, dunia bisnis,
 akademisi, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat sipil sangat berperan
 penting dalam upaya penanggulangan AIDS. Dimulai dari diri sendiri,
 kelompok, sampai dengan masyarakat luas.
 Di tahun 2011, pelaksanaan dan koordinasi program harus makin intensif
 dilakukan. Harus lebih banyak lagi pihak yang terlibat dalam upaya
 penanggulangan AIDS di Indonesia untuk terus meningkatkan partisipasi
 masyarakat sekaligus menghilangkan stigma dan diskriminasi.
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